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ABSTRAK

Terbitnya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 60/PUU-XX11/2024 yang
mengubah ketentuan mengenai ambang batas pencalonan kepala daerah dalam
Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016. Putusan tersebut menjadi perhatian karena
tidak hanya membatalkan norma yang dinilai bertentangan dengan Undang-Undang
Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, tetapi juga merumuskan norma baru
mengenai persyaratan pencalonan kepala daerah. Kondisi tersebut memunculkan
perdebatan mengenai eksistensi Mahkamah Konstitusi sebagai positive legislator
serta relevansi putusan tersebut apabila ditinjau dari perspektif maslahah mursalah
dalam hukum Islam. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis
eksistensi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 60/PUU-XX11/2024 dalam sistem
ketatanegaraan Indonesia berdasarkan teori positive legislator serta menganalisis
putusan tersebut dari perspektif maslahah mursalah.

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan
pendekatan perundang-undangan (statute approach), pendekatan konseptual
(conceptual approach), dan pendekatan kasus (case approach). Bahan hukum yang
digunakan terdiri atas bahan hukum primer, sekunder, dan tersier yang
dikumpulkan melalui studi kepustakaan. Selanjutnya, seluruh bahan hukum
dianalisis secara kualitatif dengan metode deskriptif-analitis untuk memperoleh
pemahaman yang komprehensif mengenai permasalahan penelitian..

Hasil penelitian menunjukkan bahwa Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor
60/PUU-XXI11/2024 memiliki eksistensi sebagai putusan yang bercorak positive
legislator karena Mahkamah Konstitusi tidak hanya membatalkan norma yang
bertentangan dengan konstitusi, tetapi juga membentuk norma hukum baru
mengenai persyaratan pencalonan kepala daerah yang bersifat self-executing dan
langsung berlaku dalam penyelenggaraan Pilkada. Selain itu, ditinjau dari
perspektif maslahah mursalah, putusan tersebut memenuhi unsur kemaslahatan
umum (maslahah ‘ammah), kemaslahatan nyata (maslahah haqgigiyyah), tidak
bertentangan dengan nash syariat, menjaga keseimbangan antara keterbukaan dan
ketertiban politik (tadbir al-masalih), serta sejalan dengan tujuan syariat (maqgasid
al-syari'ah). Dengan demikian, putusan tersebut tidak hanya memiliki legitimasi
secara konstitusional, tetapi juga selaras dengan prinsip-prinsip hukum Islam yang
berorientasi pada keadilan, persamaan hak politik, dan kemaslahatan umat.

Kata Kunci: Putusan Mahkamah Konsitusi, Positive Legislator, Maslahah
Mursalah



ABSTRACT

The issuance of Constitutional Court Decision Number 60/PUU-XX11/2024
amended the provisions concerning the nomination threshold for regional head
elections as regulated under Law Number 10 of 2016. This decision has attracted
considerable attention because it not only invalidated statutory provisions deemed
inconsistent with the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia but also
formulated a new legal norm governing the requirements for nominating
candidates for regional head elections. This development has generated academic
debate regarding the Constitutional Court’s role as a positive legislator and the
relevance of the decision when examined from the perspective of maslahah
mursalah in Islamic law. Therefore, this study aims to analyze the existence of
Constitutional Court Decision Number 60/PUU-XXI1/2024 within the Indonesian
constitutional system based on the theory of positive legislator and to examine the
decision from the perspective of maslahah mursalah.

This research employs a normative legal research method using statutory,
conceptual, and case approaches. The legal materials consist of primary,
secondary, and tertiary legal sources collected through library research.
Subsequently, all legal materials are analyzed qualitatively using a descriptive-
analytical method to obtain a comprehensive understanding of the research issues.
The findings indicate that Constitutional Court Decision Number 60/PUU-
XXI11/2024 demonstrates the characteristics of a positive legislator, as the
Constitutional Court not only annulled legal provisions that were inconsistent with
the Constitution but also established a new legal norm concerning the requirements
for nominating regional head candidates, which is self-executing and directly
applicable in the implementation of regional elections. Furthermore, when
examined from the perspective of maslahah mursalah, the decision fulfills the
principles of public benefit (maslahah 'ammah), genuine benefit (maslahah
haqigiyyah), consistency with Islamic legal sources, the maintenance of a balance
between political openness and public order (tadbir al-masalih), and conformity
with the objectives of Islamic law (magqasid al-shari'ah). Accordingly, the decision
possesses not only constitutional legitimacy but also aligns with the principles of
Islamic law, which emphasize justice, equality of political rights, and the promotion
of public welfare.

Keyword : Constitutional Court Decision, Positive Legislator, Maslahah Mursalah
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BAB 1

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Dinamika ketatanegaraan Indonesia, regulasi mengenai ambang
batas pencalonan kepala daerah telah menjadi isu yang menuai kritik luas,
terutama terkait dengan dampaknya terhadap prinsip demokrasi yang
inklusif. Ketentuan ambang batas pencalonan sebagaimana diatur dalam
Pasal 40 ayat (1) dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016
tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota, mengharuskan partai
politik atau gabungan partai politik memiliki minimal 20% kursi DPRD atau
25% suara sah untuk dapat mengusung pasangan calon kepala daerah.

Dalam praktiknya, ketentuan ini dianggap tidak hanya membatasi
ruang kompetisi politik yang sehat, tetapi juga menghambat hak
konstitusional warga negara untuk dipilih dan memilih secara adil dan
setara. Kritik tersebut kemudian menjadi dasar pengujian undang-undang
ke Mahkamah Konstitusi oleh sejumlah pihak, termasuk partai-partai politik
non-parlemen dan penggiat demokrasi lokal.!

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 60/PUU-XXI1/2024 hadir
sebagai respons terhadap ketidakpuasan tersebut, dan menjadi titik balik

penting dalam perdebatan panjang mengenai desain sistem pemilu daerah.

! “MK Kabulkan Gugatan Partai Buruh dan Gelora Soal Ambang Batas Pilkada,”
Kompas.com, 29 April 2024, https://nasional.kompas.com/read/2024/04/29/18152981/.
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Dalam amar putusannya, MK menyatakan bahwa Pasal 40 ayat (1) bersifat
inkonstitusional bersyarat, dan menyatakan Pasal 40 ayat (3) tidak memiliki
kekuatan hukum mengikat. Dengan demikian, partai politik yang tidak
memiliki kursi di DPRD tetap dapat mencalonkan pasangan kepala daerah
asalkan memenuhi ketentuan dukungan suara sah di daerah bersangkutan,
yakni antara 6,5% hingga 10%, tergantung pada jumlah penduduk.? Putusan
ini memberikan angin segar bagi partisipasi politik yang lebih terbuka,
sekaligus menantang praktik politik yang selama ini lebih menguntungkan
partai-partai besar.

Putusan tersebut tidak hanya mencerminkan keberanian
konstitusional MK dalam menegakkan prinsip keadilan elektoral, tetapi
juga menunjukkan adanya perhatian serius terhadap eksklusi politik yang
selama ini terjadi di level daerah. Banyak pihak menilai bahwa sistem
ambang batas yang lama telah mempersempit ruang kompetisi,
mengeliminasi calon-calon potensial dari partai kecil atau independen, dan
bahkan membuka celah terjadinya praktik transaksional antarelite untuk
memenuhi syarat pencalonan. Dalam konteks ini, MK secara tidak langsung
mendorong reorientasi demokrasi lokal yang lebih substansial, dengan
mengedepankan prinsip keterbukaan dan kesetaraan hak politik warga

negara.’

2 pytusan MK Nomor 60/PUU-XXI11/2024, him.76-77

% Diana, N., “Implikasi Konstitusional Putusan MK terhadap Ambang Batas Pencalonan
dalam Pilkada,” Jurnal Konstitusi dan Hukum Tata Negara, Vol. 10 No. 1, 2024,
https://ejournal.appihi.or.id/index.php/Presidensial/article/view/85.
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Lebih jauh, putusan ini memiliki nilai strategis dalam upaya
memperkuat demokratisasi di tingkat lokal, di mana kualitas demokrasi
tidak hanya diukur dari seberapa tertibnya prosedur elektoral, tetapi juga
dari seberapa terbukanya sistem terhadap keikutsertaan publik. Penurunan
atau penghapusan ketentuan ambang batas secara proporsional dianggap
sebagai langkah korektif terhadap desain sistem yang terlalu eksklusif,
sekaligus bentuk perlindungan terhadap prinsip-prinsip dasar konstitusi
sebagaimana diatur dalam Pasal 27 ayat (1) dan Pasal 28D ayat (1) UUD
NRI Tahun 1945 yang menjamin kesetaraan di hadapan hukum dan
pemerintahan.*

Karena itu, kita perlu mempelajari Putusan Mahkamah Konstitusi
Nomor 60/PUU-XXI1/2024 dengan baik. Putusan ini sangat penting karena
tidak hanya mengubah aturan tentang ambang batas pencalonan kepala
daerah, tetapi juga memiliki dampak besar terhadap perkembangan hukum
tata negara di Indonesia. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 60/PUU-
XXI1/2024 menunjukkan bahwa Mahkamah Konstitusi tidak hanya
menjaga Konstitusi, tetapi juga dapat membuat aturan hukum baru melalui
putusannya. Ini menyebabkan perdebatan tentang seberapa jauh
kewenangan Mahkamah Konstitusi dalam sistem pemerintahan Indonesia.

Dalam perkembangannya, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor

60/PUU-XXI1/2024 dipandang sebagai salah satu putusan yang

4 Mulyadi, A., “Menakar Keadilan dalam Ketentuan Ambang Batas Pencalonan Kepala
Daerah,”  Yustisi Jurnal Hukum, Vol. 9 No. 2, 2024, https://ejournal.uika-
bogor.ac.id/index.php/YUSTISI/article/view/17912.



memperlihatkan kecenderungan Mahkamah Konstitusi bertindak sebagai
pembuat legislasi yang aktif. Ini terlihat dari perumusan norma baru
mengenai persyaratan pencalonan kepala daerah yang sebelumnya tidak
diatur secara jelas dalam undang-undang. Kondisi ini menjadi menarik
untuk dikaji guna mengetahui eksistensi Putusan Mahkamah Konstitusi
Nomor 60/PUU-XXI1/2024 dalam sistem ketatanegaraan Indonesia
sekaligus menilai sejauh mana Mahkamah Konstitusi menjalankan
kewenangannya dalam membentuk norma hukum melalui putusan
pengujian undang-undang.®

Selain itu, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 60/PUU-
XXI1/2024 juga perlu kita kaji dari sudut pandang teori Maslahah Mursalah.
Tujuannya adalah untuk mengetahui apakah perubahan norma yang
terbentuk dari putusan tersebut dapat membawa kemaslahatan, keadilan,
dan perlindungan terhadap hak politik warga negara.

Berdasarkan uraian tersebut, penelitian ini akan berfokus pada
menganalisis keberadaan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 60/PUU-
XXII/2024 tentang ambang batas pencalonan kepala daerah dalam sistem
ketatanegaraan Indonesia. Selain itu, penelitian ini juga akan menganalisis
putusan tersebut dari perspektif teori Positive Legislator dan teori Maslahah

Mursalah.

> Muhammad Alief Farezi Efendi, Muhtadi, dan Ahmad Saleh, "Putusan Positive
Legislature oleh Mahkamah Konstitusi," Jurnal Konstitusi, VVol. 20, No. 4 (2023), him. 622-639.



B. Rumusan Masalah

Penelitian ini memiliki rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana Eksistensi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 60/PUU-
XXI1/2024 tentang Ambang Batas Pencalonan Kepala Daerah dalam
Sistem Ketatanegaraan Indonesia Ditinjau dari Perspektif Teori Positive
Legislator?

2. Bagaimana Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 60/PUU-XXI11/2024
tentang ambang batas pencalonan kepala daerah ditinjau dari perspektif

Maslahah Mursalah?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

Penelitian ini memiliki tujuan sebagai berikut :
1. Tujuan Penelitian

a. Menganalisis eksistensi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor
60/PUU-XXI1/2024 tentang ambang batas pencalonan kepala
daerah dalam sistem ketatanegaraan Indonesia.

b. Mengkaji bagaimana Putusan MK Nomor 60/PUU-XXI1/2024
terhadap ambang batas pencalonan kepala daerah, ditinjau dari
perspektif Maslahah Mursalah.

2. Kegunaan Penelitian
Kegunaan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

a. Kegunaan Teoritis

Penelitian ini Memberikan kontribusi akademik dalam kajian

hukum tata negara, khususnya mengenai implikasi putusan



Mahkamah Konstitusi terhadap sistem demokrasi dan hak
konstitusional warga negara.

b. Kegunaan Praktis
Penelitian ini Menjadi referensi bagi masyarakat umum dan
akademisi dalam memahami keterkaitan antara hukum positif dan

prinsip-prinsip hukum Islam dalam sistem pemilu di Indonesia.

D. Telaah Pustaka

Penulusuran literatur yang didapatkan oleh penulis terkait dengan
tema “Eksistensi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 60/PUU-
XXI1/2024 tentang Ambang Batas Pencalonan Kepala Daerah Ditinjau dari
Perspektif Teori Positive Legislator dan Maslahah Mursalah™ terdapat
beberapa hasil penelitian yang memiliki keterkaitan dengan tema
diantaranya :

Pertama, adalah kajian dari Sarah Ristya Putri (2024) yang
membahas implikasi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 60/PUU-
XXI1/2024 terhadap pengaturan ambang batas pencalonan kepala daerah di
Indonesia. Penelitian ini menyoroti bagaimana penghapusan ambang batas
pencalonan berpengaruh pada meningkatnya peluang partisipasi bagi calon
kepala daerah, terutama dari jalur perseorangan.

Penelitian ini berfokus pada aspek praktis dan strategi politik dalam

konteks pemilu daerah, serta menekankan pengaruh putusan terhadap



keragaman politik lokal. ® Perbedaan yang mencolok dengan penelitian ini
terletak pada pendekatannya, di mana penelitian sebelumnya lebih
menekankan pada strategi pencalonan dan partisipasi, sementara penulis
dalam penelitian ini lebih menyoroti keseimbangan antara stabilitas politik
dan kompetisi politik dari perspektif Maslahah Mursalah.

Kedua, jurnal dari Kadimuddin Baehaki (2024) yang mengevaluasi
konsekuensi politik dari Putusan MK Nomor 60/PUU-XXI1/2024, terutama
bagaimana putusan ini mengubah strategi partai politik dalam mengusung
calon kepala daerah. Penelitian ini menggunakan pendekatan normatif dan
konseptual untuk mengkaji struktur hukum positif yang berubah pasca
putusan tersebut. Fokus utama terletak pada aspek perubahan regulasi dan
manuver partai. Perbedaan dengan penelitian ini adalah peneliti tidak hanya
membahas peraturan dan strategi partai, tetapi menggunakan kerangka
hukum Islam melalui Maslahah Mursalah untuk mengkaji bagaimana
stabilitas politik dan keadilan substansial dijaga oleh Mahkamah
Konstitusi.’

Ketiga, penelitian dari Faisal Nuja Abdillah (2025) yang dilakukan
di UIN Sunan Kalijaga mengkaji dampak dari Putusan MK 60/PUU-

XXI11/2024 terhadap sistem kepartaian di Indonesia.® Fokusnya adalah pada

6 Sarah Ristya Putri. Implikasi Putusan Mahkamah Konstitusi terhadap Pengaturan
Ambang Batas Pencalonan Kepala Daerah di Indonesia. Taruna Law: Journal of Law and Syariah,
3(2).

" Kadimuddin Baehaki. (2024). Implikasi Politik Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor:
60/PUU-XXI1/2024 Terkait Ambang Batas Pencalonan Kepala Daerah. Yustisi, 11(3).

8 Faisal Nuja Abdillah. (2025). Implikasi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 60/PUU-



bagaimana penghapusan ambang batas membuka jalan bagi lebih banyak
partai untuk mengusung calon dan memperkuat sistem multipartai.
Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dan
berorientasi pada pelembagaan demokrasi. Penelitian ini berbeda karena
peneliti saat ini tidak menyoroti sistem kepartaian semata, melainkan
menilai sejauh mana keputusan MK mampu menjaga prinsip maslahah dan
keadilan dalam ruang demokrasi lokal.

Keempat, adalah jurnal yang ditulis oleh Muhammad Anwar Soleh
dan Durohim Amnan (2024), yang membahas implikasi Putusan MK No.
60/PUU-XXI1/2024 terhadap demokratisasi pemilihan kepala daerah.
Penelitian ini menekankan bahwa penghapusan ambang batas dapat
meningkatkan partisipasi dan memperluas demokrasi lokal. Meskipun
demikian, jurnal ini masih membahas secara umum tanpa mengelaborasi
paradigma hukum substantif yang digunakan dalam putusan tersebut.
Berbeda dengan penelitian ini, penulis mengevaluasi pendekatan substantif
atau paradigma hukum yang digunakan MK dalam menghasilkan putusan
tersebut dengan pendekatan maslahah mursalah sebagai teori utamanya.®

Kelima, adalah tulisan Firdaus Arifin (2024) dalam jurnal Dinamika
Hukum yang melakukan analisis terhadap ambang batas pencalonan kepala

daerah dari sudut pandang hukum dan kebijakan publik. Dalam

XX11/2024 Terhadap Penguatan Sistem Kepartaian di Indonesia. Thesis. UIN Sunan Kalijaga

® Muhammad Anwar Soleh & Durohim Amnan. (2024). Implikasi Putusan Mahkamah
Konstitusi Nomor 60/PUU-XXI11/2024 terhadap Demokratisasi Pemilihan Kepala Daerah.
Presidensial: Jurnal Hukum, Administrasi Negara, dan Kebijakan Publik, 1(3).



penelitiannya, Arifin menyoroti bahwa ambang batas seringkali menjadi
alat bagi partai besar untuk mengkonsolidasikan kekuasaan, sehingga
menghambat kompetisi politik yang sehat.!® Penelitian ini membantu
memberikan konteks kritis terhadap regulasi pencalonan, namun berbeda
dengan penelitian ini yang tidak hanya menilai aspek legal-formal, tetapi
juga menggunakan teori maslahah mursalah sebagai landasan menilai
keadilan dan kemaslahatan dalam putusan MK.

Berdasarkan hasil penelusuran pustaka tersebut, belum ditemukan
penelitian yang secara khusus mengkaji eksistensi Putusan Mahkamah
Konstitusi Nomor 60/PUU-XXI1/2024 tentang ambang batas pencalonan
kepala daerah dalam sistem ketatanegaraan Indonesia dengan menggunakan
perspektif teori Positive Legislator dan teori Maslahah Mursalah secara
komprehensif. Sebagian besar penelitian terdahulu lebih berfokus pada
implikasi politik, strategi partai politik, sistem kepartaian, maupun aspek
demokratisasi, sehingga penelitian ini memiliki kebaruan (novelty) pada
fokus analisis terhadap eksistensi putusan Mahkamah Konstitusi sebagai
bentuk pembentukan norma hukum serta penilaiannya dari perspektif

hukum Islam melalui teori Maslahah Mursalah.

E. Kerangka Teoritik

1. Teori Positive Legislator

10 Firdaus Arifin. (2024). Analisis Kritis Terhadap Ambang Batas Pencalonan Kepala
Daerah: Perspektif Hukum dan Kebijakan Publik. Dinamika Hukum, 25(2).
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Teori Positive Legislator adalah perkembangan dari konsep peran
lembaga peradilan konstitusi dalam melakukan pengujian undang-
undang terhadap konstitusi. Awalnya, Hans Kelsen memperkenalkan
konsep Negative Legislator, yaitu kewenangan mahkamah konstitusi
untuk membatalkan norma undang-undang yang bertentangan dengan
konstitusi tanpa membentuk norma hukum baru. Dalam konsep
Negative Legislator, pembentukan norma hukum tetap menjadi
kewenangan lembaga legislatif, sedangkan mahkamah konstitusi hanya
berfungsi sebagai penghapus norma yang inkonstitusional. Teori
Positive Legislator ini merupakan lanjutan dari konsep tersebut, di mana
peran lembaga peradilan konstitusi menjadi lebih Iluas dalam
membentuk norma hukum.*

Seiring perkembangan praktik ketatanegaraan di berbagai
negara, termasuk Indonesia, peran mahkamah konstitusi pun
berkembang. Dalam beberapa kasus, mahkamah konstitusi tidak hanya
membatalkan suatu norma, tetapi juga merumuskan norma baru atau
memberikan rumusan konstitusional yang harus diberlakukan sebagai
pengganti norma yang dibatalkan. Ini dikenal sebagai Positive
Legislator, yaitu ketika putusan mahkamah konstitusi menghasilkan
norma baru yang mengatur dan memiliki kekuatan mengikat seperti

norma dalam undang-undang.*?

11 Hans Kelsen, General Theory of Law and State, diterjemahkan oleh Anders Wedberg
(Cambridge: Harvard University Press, 1945), him. 268.

12 Muhammad Alief Farezi Efendi, Muhtadi, dan Ahmad Saleh, "Putusan Positive
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Di Indonesia, perkembangan konsep Positive Legislator terlihat
dalam beberapa putusan Mahkamah Konstitusi. Mahkamah Konstitusi
tidak hanya menyatakan suatu norma bertentangan dengan Undang-
Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, tetapi juga
memberikan formulasi norma baru untuk mengisi kekosongan hukum
atau memberikan tafsir konstitusional terhadap suatu ketentuan. Ini
menunjukkan bahwa Mahkamah Konstitusi tidak hanya menjalankan
fungsi sebagai pembatal norma, tetapi juga menjalankan fungsi sebagai
pembentuk norma untuk menjamin kepastian hukum, keadilan, dan
kemanfaatan hukum.

Menurut Jimly Asshiddigie, Mahkamah Konstitusi sangat
penting dalam menjaga supremasi konstitusi melalui kewenangan
pengujian undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar. Dalam
praktiknya, putusan Mahkamah Konstitusi tidak hanya menghapus
norma yang bertentangan dengan konstitusi, tetapi juga memberikan
arah pembentukan norma baru untuk menghindari kekosongan hukum
yang dapat merugikan masyarakat dan penyelenggaraan negara.'*

Dalam penelitian ini, teori Positive Legislator digunakan untuk

menilai eksistensi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 60/PUU-

Legislature oleh Mahkamah Konstitusi," Jurnal Konstitusi, Vol. 20, No. 4, 2023, him. 622-639.

248.

13 1bid., him. 626-629.

14 Jimly Asshiddigie, Perihal Undang-Undang (Jakarta: Rajawali Pers, 2017), him. 243—
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XXI1/2024 tentang ambang batas pencalonan kepala daerah. Teori ini
digunakan untuk menganalisis apakah Mahkamah Konstitusi melalui
putusannya hanya membatalkan norma atau telah membentuk norma
baru melalui perumusan ketentuan baru mengenai persyaratan
pencalonan kepala daerah. Dengan demikian, teori Positive Legislator
menjadi landasan konseptual dalam menganalisis kedudukan dan
implikasi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 60/PUU-XXI1/2024
dalam sistem ketatanegaraan Indonesia.
2. Teori Maslahah Mursalah

Dalam perspektif hukum Islam, pendekatan Maslahah Mursalah
merupakan instrumen penting dalam menetapkan hukum yang tidak
ditemukan nas secara eksplisit dalam Al-Qur’an dan Hadis, namun tetap
bertujuan untuk mewujudkan kemaslahatan umum (al-maslahah al-
‘ammah) dan menghindari kerusakan (mafsadah). Imam al-Ghazali
mendefinisikan maslahah sebagai sesuatu yang dapat menjaga lima
prinsip dasar dalam magashid al-shari’ah, yaitu menjaga agama (din),
jiwa (nafs), akal (‘agl), keturunan (nasl), dan harta (mal). Menurutnya,
maslahah yang layak dijadikan dasar hukum adalah maslahah yang
tidak bertentangan dengan dalil syar’i, serta memiliki relevansi kuat

dengan kebutuhan masyarakat pada suatu waktu dan tempat tertentu.®

15 Abu Hamid al-Ghazali, Al-Mustashfa min ‘Ilm al-Usul, (Beirut: Dar al-Kutub al-
‘Ilmiyyah, 1993), hlm. 286.
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Dalam konteks penelitian ini, teori Maslahah Mursalah digunakan
untuk menganalisis apakah Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor
60/PUU-XXI1/2024 mampu mewujudkan kemaslahatan umum,
keadilan, dan perlindungan terhadap hak politik warga negara.
Keputusan ini membuka ruang bagi partisipasi politik yang lebih luas,
khususnya bagi kelompok yang selama ini tersingkir akibat dominasi
partai besar. Dari sudut pandang maslahah, langkah ini mengandung
nilai maslahah hajiyyah, yakni kemaslahatan yang meskipun bukan
daruriyyah (primer), namun sangat diperlukan untuk mencegah
kesulitan dan ketimpangan dalam kehidupan bermasyarakat dan
bernegara.

Keputusan ini juga sejalan dengan prinsip al-Ghazali bahwa
maslahah harus membawa manfaat yang nyata dan terhindar dari
spekulasi politik yang hanya menguntungkan elit tertentu. Ketika
sebuah regulasi pemilu menghambat hak konstitusional warga untuk
mencalonkan dan dicalonkan, maka sistem tersebut berada dalam
bahaya bertentangan dengan maqashid al-shari’ah dalam aspek hifzh al-
nafs (perlindungan jiwa dan martabat manusia) serta hifzh al-‘aql
(penghormatan terhadap rasionalitas dan kesetaraan berpikir). Maka,
Putusan MK dapat dipandang sebagai upaya rekonstruksi hukum yang
mengarah pada penyempurnaan sistem demokrasi lokal berbasis nilai-

nilai keadilan substantif dan kemaslahatan bersama.
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Namun, untuk mencapai stabilitas politik daerah, maslahah
mursalah juga menekankan pentingnya tadbir al-mashalih, yakni
manajemen atau pengelolaan terhadap kemaslahatan agar tidak
menimbulkan mafsadah baru. Dalam hal ini, Mahkamah Konstitusi
tidak hanya membuka ruang kompetisi, tetapi juga memberikan batasan
berupa syarat dukungan suara sah agar calon yang maju tetap memiliki
legitimasi sosial. Dengan demikian, keseimbangan antara keterbukaan
dan ketertiban tetap terjaga, mencerminkan implementasi maslahah
secara dinamis dalam kehidupan bernegara.

Oleh karena itu, dari perspektif Maslahah Mursalah yang
dirumuskan oleh al-Ghazali, Putusan MK ini mencerminkan upaya
menyelaraskan prinsip demokrasi inklusif dengan kebutuhan stabilitas
politik. Regulasi yang eksklusif dianggap sebagai bentuk penyempitan
terhadap hak-hak dasar warga negara, dan pembenarannya bertentangan
dengan tujuan syariat. Maka dari itu, keterbukaan pencalonan yang
diatur dalam Putusan MK No. 60/PUU-XXI1/2024 adalah bentuk nyata
dari perlindungan terhadap hak politik, yang dalam magqgashid al-
shari’ah merupakan bagian dari perlindungan terhadap kehormatan dan

hak individu dalam sistem sosial yang adil.'®

16 Jasser Auda, Magasid al-Shariah as Philosophy of Islamic Law: A Systems Approach,
(London: International Institute of Islamic Thought, 2008), him. 75-78.
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F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian
Penulis dalam Menyusun penelitian ini menggunakan jenis
penelitian hukum normatif. Menurut E. Saefullah Wiradipradja
menjelaskan penelitian hukum ialah penelitian yang menjadikan norma
positif sebagai objek kajian. Selain itu penelitian hukum normatif
disebut juga sebagai penelitian hukum dogmatik yang mengkaji dan
mengembangkan tatanan hukum positif dengan tatanan logika.
2. Sifat Penelitian
Sifat penelitian deskriptif-analisis digunakan dalam penelitian ini
dengan berfokus pada penjelasan sistematis yang membahas materi atau
faktayang diperoleh saat penelitian, selanjutnya dilakukan pengkajian
data yangtelah diperoleh dan melakukan analisa menggunakan teori
yang digunakan.
3. Pendekatan Penelitian
Pendekatan penelitian ditujukan untuk mendapatkan informasi dari
berbagai isu yang diteliti. Dengan menggunakan analisis yuridis
normatif serta pendekatan filosofis, serta konseptual (conceptual
approach) dan kasus (case approach) untuk mencari jawaban atas
penelitian hukum yang sedang diteliti.
4. Sumber Bahan Hukum Penelitian

a. Sumber Hukum Primer
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Sumber hukum primer ialah bahan hukum yang utama dan

mempunyai otoritas. Adapun bahan hukum yang digunakan dalam

menyusun penelitian ini sebagai berikut:

1.

2.

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pemilihan
Gubernur, Bupati, dan Wali Kota.

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 60/PUU-XX11/2024.

. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah

Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang
Nomor 7 Tahun 2020.
Peraturan Mahkamah Konstitusi (PMK) Nomor 2 Tahun 2021

tentang Tata Beracara dalam Pengujian Undang-Undang.

b. Bahan Hukum Primer

Ialah bahan hukum yang utama dan mempunyai otoritas. Adapun

bahan hukum yang digunakan dalam menyusun penelitian ini

sebagai berikut:

J.

2.

3.

Buku-buku teks penunjang ahli hukum
Jurnal hukum, skripsi, dan tesis

Karya ilmiah hukum yang relevan dengan penelitian

5. Teknik Pengumpulan

Adapun teknik pengumpulan data yang digunakan sekaligus paling

sesuai dalam penelitian ini adalah studi kepustakaan (library research).

Penelitian kepustakaan dilaksanakan dengan menggunakan literatur
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(kepustakaan), baik berupa jurnal maupun buku.

G. Sistematika Pembahasan

Penulisan karya ilmiah membutuhkan penyusunan yang sistematis,
logis, terarah, dan saling berkaitan. Oleh karena itu, sistematika pembahasan
dalam skripsi yang berjudul “Eksistensi Putusan Mk No. 60/Puu-Xxii/2024
Tentang Ambang Batas Pencalonan Kepala Daerah” disusun sebagai
berikut:

Bab I Pendahuluan, Bab pertama merupakan bagian awal dari
skripsi yang memuat latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan
penelitian, manfaat penelitian, telaah pustaka, kerangka teoretik, metode
penelitian, serta sistematika penulisan.

Bab II Landasan Teori, Bab ini menguraikan teori-teori yang
menjadi dasar dalam menganalisis permasalahan, di antaranya teori Positive
Legislator dan teori Maslahah Mursalah sebagai pisau analisis terhadap
putusan Mahkamah Konstitusi dalam konteks pembatasan pencalonan
kepala daerah.

Bab III Tinjauan Umum, Bab ketiga memuat tinjauan umum
mengenai sistem pencalonan kepala daerah di Indonesia, prinsip-prinsip
demokrasi dan hak politik dalam UUD 1945, serta kewenangan Mahkamah
Konstitusi dalam menguji undang-undang terhadap UUD NRI Tahun 1945.

Bab IV Pembahasan, Bab ini berisi analisis terhadap Putusan
Mahkamah  Konstitusi Nomor 60/PUU-XXII/2024. Pembahasan

difokuskan pada implikasi putusan terhadap prinsip demokrasi dan hak
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konstitusional warga negara serta penilaian terhadap keseimbangan antara
stabilitas politik daerah dan persaingan politik yang sehat, ditinjau dari
perspektif Maslahah Mursalah.

Bab V Penutup, Bab terakhir berisi kesimpulan dari hasil penelitian
serta saran-saran yang bersifat konstruktif sebagai bentuk rekomendasi
terhadap perbaikan regulasi dan kebijakan terkait pencalonan kepala daerah
di masa mendatang agar lebih inklusif dan berkeadilan sesuai dengan

prinsip kemaslahatan.



BAB YV

PENUTUP

A. Kesimpulan

1.

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 60/PUU-XXI1/2024 memiliki

eksistensi yang penting dalam sistem ketatanegaraan Indonesia karena tidak

hanya membatalkan norma yang dinyatakan bertentangan dengan Undang-

Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, tetapi juga

merumuskan norma hukum baru mengenai persyaratan pencalonan kepala

daerah yang dapat langsung diterapkan (self-executing). Karakter tersebut

menunjukkan bahwa Mahkamah Konstitusi dalam putusan ini menjalankan

fungsi yang bercorak positive legislator, yaitu membentuk norma baru

sebagai konsekuensi dari pengujian konstitusional terhadap undang-

undang. Kehadiran norma baru tersebut bertujuan memberikan kepastian

hukum, melindungi hak konstitusional partai politik peserta pemilu,

memperluas partisipasi politik, serta menjamin terselenggaranya Pilkada

yang lebih demokratis dan sesuai dengan prinsip persamaan kedudukan

warga negara. Meskipun praktik positive legislator masih menimbulkan

perdebatan dalam teori ketatanegaraan karena berpotensi bersinggungan

dengan kewenangan pembentuk undang-undang, dalam Putusan Nomor

81
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60/PUU-XXI1/2024 tindakan Mahkamah Konstitusi dapat dipandang

sebagai bentuk pelaksanaan fungsi konstitusional untuk menjaga supremasi

konstitusi, menghindari kekosongan hukum, dan mewujudkan perlindungan

hak-hak konstitusional warga negara.

. Ditinjau dari perspektif Maslahah Mursalah, Putusan Mahkamah Konstitusi

Nomor 60/PUU-XXI1/2024 memenuhi syarat-syarat kemaslahatan yang

diakui dalam hukum Islam. Putusan tersebut menghadirkan kemaslahatan

umum (maslahah 'ammah) karena memperluas kesempatan partai politik

dan masyarakat dalam berpartisipasi pada proses pencalonan kepala daerah.

Putusan ini juga mencerminkan kemaslahatan nyata (maslahah haqiqiyyah)

melalui upaya meningkatkan kompetisi politik, memperluas pilihan

masyarakat, serta mengurangi dominasi partai politik tertentu dalam proses

pencalonan. Selain itu, substansi putusan tidak bertentangan dengan nash

syariat, karena selaras dengan nilai-nilai keadilan, persamaan, dan

musyawarah yang diajarkan dalam Al-Qur'an. Mahkamah Konstitusi juga

tetap menjaga keseimbangan antara keterbukaan demokrasi dan ketertiban

politik melalui pengaturan persyaratan pencalonan yang proporsional,

sehingga sejalan dengan prinsip tadbir al-masalih. Dengan demikian,

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 60/PUU-XXI1/2024 tidak hanya
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memiliki legitimasi secara konstitusional, tetapi juga sesuai dengan tujuan

syariat (maqasid al-syari'ah) dalam mewujudkan keadilan, persamaan hak

politik, serta kemaslahatan bagi masyarakat.

. Saran

. Bagi pembentuk undang-undang dan penyelenggara negara, perlu dilakukan

penyesuaian terhadap pengaturan mengenai pencalonan kepala daerah

dalam peraturan perundang-undangan agar selaras dengan Putusan

Mahkamah Konstitusi Nomor 60/PUU-XXII/2024, sehingga tercipta

kepastian hukum, perlindungan hak konstitusional, dan penyelenggaraan

Pilkada yang lebih demokratis.

. Penelitian mengenai Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 60/PUU-

XXII/2024 diharapkan dapat dikembangkan melalui kajian empiris

terhadap implementasi putusan tersebut dalam pelaksanaan Pilkada serta

dianalisis menggunakan perspektif hukum Islam atau teori ketatanegaraan

lainnya untuk memperkaya khazanah keilmuan.
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